
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR i4TAHUN2021

TENTANG

SALINAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah
diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 164
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyesuaian
terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfïsik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2021
tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian
Tahun Anggaran 2021, perlu menyusun Peraturan
Bupati untuk mendahului Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan dimasing-masing
Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6673);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi Lampung;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 15);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);



Menetapkan

23. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 152);

25. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor
583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 6 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor
596);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020
Nomor 583) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

2. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 KEI 2021
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 2021
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 604
Sesuoi dengan asliuya

Kepah Bagism Hukum
Sc kfctariat Dacrali Kabupaten Pringucwu

IHSAN HENDRAWAN, SH



NOMOR
URUT

URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) %

1 2 3 4 5 = 4-3 6 7

6 . 2

6 . 2 . 02

6 . 2 . 02 . 02

6 . 2 . 02 . 02 . 01

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEB1H PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

7.315.370.000,00 2.315.370.000,00 (5.000.000.000,00) (68,35)

7.315.370.000,00 2.315.370.000,00 (5.000.000.000,00) (68,35)

7.315.370.000,00 2.315.370.000,00 (5.000.000.000,00) (68,35)

7.315.370.000,00 2.315.370.000,00 (5.000.000.000,00) (68,35)

27.684.630.000,00 42.684.630.000,00 15.000.000.000,00 54,18

0,00 0,00 0,00 0,00

BUPATI PR1NGSEWU,

dto

SUJADI

RINGKASAN PERGESERAN APBO BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAA^^J Halaman 11



KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN

SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.01. 5.1.2.01.01

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.01. 5.1.2.02

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.01. 5.1.2.02.01

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.01. 5.1.2.04

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.01 . 5.1.2.04.01

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1.2

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1.2.01

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1.2.01.01

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1.2.02

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1.2.02.01

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1.2.04

4.01 . 2-10.4-01.0-00.26 . 03.2.04.03 . 5.1.2.04.01

Belanja Barang Pakai Habls

Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Belana Perjalanan Dlnas

Belanja Perjalanan Dlnas Dalam Negert

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi
dan Air

BELANJA OPERASI

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang

Belanja Barang Pakal Habls

Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Belana Perjalanan Dlnas

Belanja Perjalanan Dlnas Dalam Negeri

SURPLUS / (DEFISIT)

17.027.000,00 17.930.000,00 903.000,00 5.30

19.600.000,00 41.850.000,00 22.250.000,00 113.52
19.600.000,00 41.850.000,00 22.250.000,00 113.52

49.173.000,00 13.602.000,00 (35.571.000,00) -72.34
49.173.000,00
71.314.500,00

13.602.000,00 (35.571.000,00) -72.34

-17.4158.896.500,00 (12.418.000,00)

71.314.500,00 58.896.500,00 (12.418.000,00) -17.41
71.314.500,00 58.896.500,00 (12.418.000,00) -17.41

18.937.500,00 19.080.500,00 143.000,00 0.76

18.937.500,00 19.080.500,00 143.000,00 0.76

0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0.00

0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0.00
52.377.000,00 17.616.000,00 (34.761.000,00) -66.37
52.377.000,00 17.616.000,00 (34.761.000,00) -66.37

(48.409.160.764,00) (44.407.876.181,00) 4.001.284.583,00 -8.27

BUPATI PR1NGSEWU,

dto

SUJADI

APBD - 4 . 01 . 2-10.4-01.0-00.26 SEKRETARIAT DAEMH Halaman 76


